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5ARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

bawa Besar yang memeriksa dan mengadili
pertama dalam sidang Majelis Hakim telah

berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

jun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan
onorer, tempat kediaman di JI. Mangga GG.
afll No. 03, Rt. 002 / Rw. 004, Kelurahan Uma Sima,

tan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai

melawan

ergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan
honorer, tempat kediaman di GG. Sirih No. 18, Rt. 001 / Rw.
005, Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12
Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
223/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2017 Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
bupaten Sumbawa, Nomor : 0162/003/V1/2017,

afitara Penggugat dengan Tergugat tinggal
gat Di Gg. Sirih No. 18, Rt. 001 / Rw. 005,
amatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa,
udian pindah kerumah Orang Tua Tergugat di
Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa,

Kyang bernama [N Umur 1 Tahun 3

Bulan, berjenis Kelamin Laki laki;

4. Bahwa sekitar awal bulan Juli tahun 2017, ketentraman rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya
perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang terus menerus yang
sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:

4.1. Tergugat tidak akur dengan keluarga/orang tua Penggugat;

4.2. Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;

4.3. Tergugat tidak mau merubah sikapnya yang kasar dan
temperamental;

4.4. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar yang menyinggung
perasaan Penggugat;

4.5. Tergugat terlalu Egois / mau menang sendiri;

5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Maret Tahun

2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini
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tersebut rumah tangga antara Penggugat

Hak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

ggar norma hukum dan norma agama maka
alternatief terakhir bagi Penggugat untuk
aglahan Penggugat dengan Tergugat;

bayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

*hgabulkan gugatan penggugat;

2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat;

3. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus
menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;
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eriullip
rzh sudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
1D
an dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
at, berupa:

Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama

Kabupaten Sumbawa Nomor:

atan Sumbawa nomor 474/112/11/19 pada tanggal 12
2019, yang telah bermaterai cukup lalu Ketua Majelis
mencocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai kemudian
bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
Bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan
saksi-saksi sebagai berikut:
1.

efgugat atau kuasanya yang sah tidak pernah

aban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak

Saksi |, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah

sejak 2 tahun yang lalu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah

dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan

Tergugat mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan cekcok
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ui sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar

sudah 1 bulan antara Penggugat dengan

pat tinggal;

membenarkan semua keterangan saksu
2,
Saksi Il, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah
pada tahun 2017;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah

dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat
sudah timbul perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat

orangnya tempramen dan egois;

Bahwa saksi sering mendengar maupun melihat Penggugat dan

Tergugat bertengkar dan cekcok mulut;
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sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai
ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan dan
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang
sah menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Proses Mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4

ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.223/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimt inkan terjadi perr 1 teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



‘‘‘‘‘‘

upun proses mediasi dinyatakan tidak dapat
am setiap persidangan Majelis Hakim selalu
mberi arahan kepada Penggugat agar dapat

kan keutuhan rumah tangganya bersama

aflg menjadi pokok masalah dalam perkara ini
alasan ketidak harmonisan karena sejak bulan
g terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

akur dengan keluarga/orang tua Penggugat,

/ Saan Penggugat dan Tergugat egois, akibat permasalahan
akhir bulan Maret 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah

ggal;
Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan
sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat
formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah
dengan Tergugat pada tanggal 16 Juni 2017, relevan dengan dalil yang
hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat
(bindende);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan
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nasih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai
Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan

s (legal standing) dan berkepentingan dalam

nsarkan bukti (P.2) adalah bukti tertulis berupa
pat tinggal telah bermeterai cukup dan cocok
eBut menjelaskan mengenai identitas Penggugat
ang berwenang, sehingga bukti tersebut telah
ateriil sebagai alat bukti sebagaimana maksud

(bindende);

hwa berdasarkan bukti P.2, bahwa domisili Penggugat

VilaYah yuridiksi Pengadilan Agama Sumbawa Besar, sehingga
ukum perkara ini merupakan kompetensi relatif (relatife
competentie) Pengadilan Agama Sumbawa Besatr;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang mana oleh Majelis Hakim
akan dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan ke dua yang diajukan oleh
Penggugat telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di
persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa
satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar
kesaksiannya, maka berdasarkan Pasal 172 ayat 1 angka (4) R.Bg., saksi
tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi, sehingga
dapat di terima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat
yang menyatakan bahwa para saksi mengetahui secara langsung tentang
ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berupa

pertengkaran dan percekcokan mulut dan perpisahan tempat tinggal yang
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oIeh Penggugat serta saling berkaitan dan

n yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 308

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

- Bahwa sejak bulan Maret 2019 antara Penggugat dengan Tergugat
telah pisah tempat tinggal;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan
tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di
persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus
dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat
dipertimbangkan untuk meng-konstitoir perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim

berpendapat bahwa keadaan rumah tangga yang dialami Penggugat dan
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rupa yang pada klimaksnya Penggugat
satu lagi dengan Tergugat, merupakan garinah
drkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
ingga sangat tidak memungkinkan untuk
yang sakinah, mawaddah dan rahmah
an yang terdapat pada Pasal 1 Undang-
Lo Pasal 3 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun

m Islam dan maksud firman Allah dalam

pakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah
tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja,
oleh karena itu hal yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam
sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara
keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan
kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujutkan
kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujutkan rumah tangga
yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, maka telah terbukti
adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, karena pengertian perselisihan dan pertengkaran tersebut
mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan
dan/atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga,
yang dalam hal ini berupa percekcokan mulut dan pertengkaran serta

telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
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Disclaimer

disamping pertengkaran mulut antara
a telah pisah tempat tinggal adalah bentuk
an Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-
tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1)

slam di Indonesia dimana kedua aturan

dlah berada dalam satu rumah dan apabila

gan atau keluar dari kediaman bersama

glgat dan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara
harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri telah
meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang
tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara
suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia
dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain”,
sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak demikian
adanya;

Menimbang, bahwa tekad yang kuat Penggugat terlihat dalam
persidangan untuk menuntut cerai pada Tergugat, walaupun Majelis
Hakim selalu memberikan masukan dan nasehat kepada Penggugat
untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, hal ini menunjukan
bahwa memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dibina
lagi dan merupakan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa antara

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;
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ajelis Hakim berpendapat bahwa meskipun
abgga Penggugat dan Tergugat tersebut ada
ertahankan  (membiarkan) rumah tangga
keadaan sebagaimana telah diuraikan di
Ikan ketidakpastian hukum dan akan
besar terhadap Penggugat dan Tergugat
Penggugat sendiri tidak ingin

213 36 ol 5833 Wt VT 2335 o5
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Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara
suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah
(mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka
tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai”;

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian,
namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah
tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat
diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang
isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena
sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab
Ghoyatul Marom yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim

sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:
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sangat tidak senang terhadap suaminya,

talak si suami”.

hal ini Majelis Hakim juga memperhatikan

aflan-Nisa ayat 130 menyebutkan:

s aiziv o2 S alll ,2 B3ax ols
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fbercerai, maka Allah akan memberi kecukupan
limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha

a Bijaksana”.

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (onheelbare
twespalt) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f)
Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,
bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak
diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak
berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut akan
mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua
belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (vide Pasal
70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang
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h kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

perdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
bka gugatan Penggugat dikabulkan dengan
ari Tergugat kepada Penggugat, sehingga

h rujuk dengan bekas isterinya kecuali

leh karena gugatan Penggugat telah
gat tidak pernah hadir dalam persidangan,
alf 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini akan diputus
2rgugat (verstek), hal mana sefaham dengan
Kitab I'anathu Tholibin Juz IV halaman 380

RIS ’lSuUJ‘l?TJ}SJ’BT
Artinya: “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di
tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidak hadirannya itu tersembunyi
atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah
diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul
dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan
disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;
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jjatuhkan dalam rapat permusyawaratan
a8a tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan
40 Hijriyah oleh kami Doni Burhan Efendi,
is, Sugianto, S.Ag., dan Hilman Irdhi

., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Sugianto, S.Ag. Doni Burhan Efendi,S.H.I.

Hilman Irdhi

Pringgodigdo,S.S.,S.E.I.,,M.S.I.
Panitera Pengganti,
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Amiruddin, S.H.
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